
                                                                           
 
 
 
 
      

          LAPORAN SINGKAT 
          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2017-2018 
Masa Persidangan :  IV 
Rapat Ke- : 5 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari/Tanggal :  Senin, 19 Maret 2018 
Waktu :  Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)   
  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 
Acara           : Membahasan penanganan masalah terkait sengketa 

pertanahan 
Ketua Rapat :  Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  A. 24 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI 
   B. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan  
                                      Ruang dan Tanah Kementerian ATR/ BPN RI  
 
                   
I. PENDAHULUAN 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 
Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Penanganan Masalah 
Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/ BPN RI, 
agenda Membahas penanganan masalah terkait sengketa pertanahan, 
pada hari Senin, 19 Maret 2018, dibuka pada pukul 13.40 WIB oleh Wakil 
Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk 
umum. 

 
 

II. KESIMPULAN 
 

1. Komisi II DPR RI dapat menerima laporan Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) 
terkait progress penyelesaian sengketa pertanahan yang dilaporkan 
kepada Komisi II DPR RI (telah masuk daftar), dan meminta kepada 
Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat  proses penyelesaian 
kasus sengketa pertanahan yang telah masuk dalam daftar 
permasalahan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI. 
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2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk membentuk 

forum yang bertugas untuk memberikan rekomendasi berupa upaya 
penyelesaian terhadap berbagai sengketa pertanahan yang melibatkan 
instansi negara.  
 

3. Merespon pembentukan tim penanganan masalah pertanahan, Komisi 
II DPR RI akan membentuk Tim sebagai mitra kerja dalam rangka 
mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan yang di 
laporkan masyarakat kepada Komisi II DPR RI. 

 
 

III. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 15.30 WIB. 
 

 
 
 
 

 
 

      Jakarta, 19 Maret 2018 
         KETUA RAPAT 

 
      ttd    

 
         IR. FANDI UTOMO 

                            A-428 
  

 
  

 


